
BUPA'I'I JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
BUPATI JOMBANG,

a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan hak desa um.uk
menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan
berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,
otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyaraka t;

b. bahwa agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat
dilakukan secara tepat sasaran, lransparan, efisiensi
dan merata sesuai dengan aspek penentu yang dimiliki
oleh masing-rnasing desa, maka dipandang pcrlu
menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dane. Desa
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang-Undang Nomor .12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950' Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Und ang-Und ang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbaha n Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teritang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Siste m
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1Q4, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia' Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tah'un 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbarari Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaha n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tem ang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 teritaug
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lernbar an Ncga ra
Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten L'.ll1g
Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Periyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedoman Perigelolaan Kekayaan Oesa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tah un 2007
tentang Pedoman Penataan Lernbaga Kemasyarakatan
Desa;

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nornor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Perigelolaan Kcuangan Dcsa;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Ta h u n
2008 tentang Pedoman Pelaksariaan dan Pembcrdayuan
'Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Propirisi
Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tah un 2002 tentang
Lernbaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Dae rah
Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 16/0);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Organisasi Pemerintah' Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/0,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 6/D);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Baclan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah KabupaLen
Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/0);
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah ' adalah Bupati dan pcrangka t

daerah sebagai un sur penyelenggara Pernerin tuhun
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat clan

Pemerintahan Desa.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kcrju
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnyu
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerin tahan.

PEDOMAN
KABUPATEN

TENTANG
DANA DESA

BUPATI
ALOKASI

PERATURAN
PENGELOLAAN
JOMBANG

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 ten tang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nornor 9/0,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten .Iornbang
Nomor 9/D;

19. Peraturan Da.erah Nomor 15 Tahun 2006 te ntang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/ A);

20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pedoman . Pembentukan Lembaga .Perribe rd ayaa n
Masyarakat Dese./Kelurahan (LPMD/K) di Kabupa te n
Jombang (Berita Daerah Kabupaten .Jornba ng Tahu n
2006 Nomor 28/D, Tambahan Lembara n Dae rah
Kabupaten Jombang Nomor 28/D);

21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 34/ A) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35/ A).

MEMUTUSKAN:
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8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur da.:
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pernerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

,11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala DUSUl1

dan' Staf Desa.
13. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan musdes
adalah musyawarah an tara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dcsa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat
BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara : langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar­
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Keuangan Desa adalah sernua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Pelaksana Tugas Tenaga Pendamping Alokasi Dana
Desa adalah Tenaga Peridamping Alokasi Dana Desa
lainnya yang diberi tugas untuk semen tara waktu
akibat adanya tenaga pendamping yang berhenti atau
diberhentikan.

18. Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa Antar Waktu
adalah Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa yang
menggantikan Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa
yang yang berhenti atau diberhentikan dan direkrut
dari Daftar Penilaian Tim Pembina Alokasi bana Desa
Kecamatan setelah terlebih dahulu dilakukan seleksi
oleh Tim Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten.
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19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan
pembangunan yang dapat meliputi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga, Gerakan Sayang Ibu , Lembaga
Adat, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan baik
lembaga sosial, lembaga ekonorni, dan lainnya.

20. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI
adalah gerakan yang dibentuk dengan tujuan
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
melalui program peningkatan posisi perempuan dalam
masyarakat, peningkatan derajat kesehatan
perempuan, peningkatan derajat kesehatan ibu hamil
dan bayi yang dikandungnya, mengurangi kematian ibu
akibat kehamilan, dan menurunkan kernatian bayi.

21. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang
digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai
upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian dalam: berrnasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD,
adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerin tah
Kabupaten .Jombang untuk desa, yang bersumber dar i
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh 'Kabupaten Jombang setelah
dikurangi belanja pegawai.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersarna
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

24. Laporan Berkala adalah laporan pelaksanaan
penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap
bulannya, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban
penerimaan ADD, dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran ADD

25. Laporan Akhir adalah Laporan penggunaan ADD
mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapa n
dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi
penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dalarn
bentuk laporan realisasi APBDesa.

26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, sta ndar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsul tasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evalua si
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

27. Penduduk Miskin adalah jumlah Rumah Tangga Miskin
di masing-masing Desa.

5I.
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BABIII
PRINSIP· PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasa14
< (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang

/ tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang
dituangkan dalam Peraturan Desa ten tang APB Desa.

(2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi
dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatka n
seluruh un sur masyarakat di Desa.

mengurang.dankemiskinan
Tujuan ADD adalah:
a. menanggulangi

pengangguran;
b. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat;

c. meningkatkan pernbangunan infrastruktur perdesaan;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial

budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban rnasyarakat ;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalarn

rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat;

g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong
royong masyarakat;

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa
melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasa13

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasa12
ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan
Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian
masyarakat Desa.

28. Pendidikan Dasar adalah jumlah penduduk usia
sekolah 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

29. Kesehatan adalah tingkat kesehatan dalam masyarakat
yang diukur dengan banyaknya penderita penyakit
menular dalam suatu Desa.

30. Keterjangkauan Desa adalah jarak dari Desa ke ibu
kota kabupaten.

31. Jumlah penduduk adalah jumlah banyaknya penduduk
dalam Desa.

32. Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa.
33. Baku Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya

disebut Baku PBB adalah jumlah pokok Pajak Bumi
dan Bangunan yang disetor oleh Desa kepada
Pemerintah Daerah.
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BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupatcn
LADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Pasa18
(1) Besarnya nilai bobot Desa tertentu dihitung dengan

menggunakan rumus:
BDx = a1KVlx + a2KV2x + a3KV3x +".+ anKVnx
BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
KVlx, KV2x, KVnx = Koefisien Variabel per tarna,

kedua dan seterusnya
al, a2, a3, ..... an = Angka bobot masing-masing

variabel

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x "
.~{~'~~< ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterirna

,"-: i,'l'
~"::' Desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional un tuk
Desa x

b. ADDPx = BDx X (ADD - L:ADDM)

Pasa17
Perhitungan ADD dilakukan dengan menggunakan rurn u s
a. ADDx = ADDM + ADDPx

Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan
adil dalam pembagian ADD kepada Desa ditetapkan derigan
ketentuan sebagai berikut :
a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) se be sar 60%

(enam puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa scca ra
merata;

b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) se bcsar 4()%
(empat puluh persen) dibagi urituk se luruh Desa sccara
proporsional.

(4)

(3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus menggunakan prinsip hemat, ter ar ah ,
mernpunyai dampak pada masyarakat, terukur dan
terkendali.
Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABIV
BESARAN 'PROPORSI, ,RUMUSAN PERHITUNGAN

DAN VARIABEL ADD
Pasa15

ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jombang yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten Jombang untuk Desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai,

Pasa16
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BABV
MEKANISME PERENCANAAN ADD

Pasal 11
(1) Perencanaan dan persiapan ADD dilaksanakan oleh

Badan.
(2) Sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten dilaksariakan oleh

Badan yang dihadiri oleh Tim Pembina Kecamatan,
Kepala Desa darr/ atau unsur Pemerintahan Desa
lainnya se Kabupaten Jombang.

Pasal 10
Besaran perolehan ADD di Kabupaten Jombang unt uk
masing-masing desa ditetapkan lebih lanjut dcrigun
Keputusan Bupati.

No Variabel Bcbot Angka Bobot
1 Penduduk Miskin 5 0,25
2 Pendidikan Dasar 4 0,2··
3 Penderita Penyakit 3 0,15

Menular
4 J arak Desa ke 2 0,1

Pemkab
5 Jumlah Penduduk 2 0,1
6 Luas Wilavah 2 0,1
7 Baku PBB 1 0,05
8 Jumlah RT/ RW 1 0,05

;

JUMLAH 20 1

(2) Besarnya Koefisien Variabel (KV) terteruu dapat
dihitung dengan menggunakan rumus:
KVl,2, ...x = Vl,2","x

IVn
KV1,2, ..x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua

dan seterusnya untuk Desa x
V1,2, ...x = Angka Variabel Pertama, Kedua dan

seterusnya untuk Desa x
L Vn = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kcdua

dan seterusnya un tuk seluruh Desa
Pasa19

(1) Setiap variabel dapat memiliki bobot tertentu yang
ditetapkan berdasar prioritas tujuan ADD,

(2) Masing-masing bobot variabel sebagaimana dimaksucl
ayat (1) jika ditambahkan harus berjumlah 1 dengan
menggunakan rumus:
a 1 + a2 + a3 + """ + an = 1

(3) Variabel dan bobot variabel dite tapka n sebagai berik ut

8
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Pasa112
Sosialisasi ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh
Camat pada setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh
Camat dengan Pemerintahan Desa atau warga desa.

Pasa113
(1) Kepala Desa wajib mengadakan musdes perencanaan
(2) Tahapan musdes perencanaan sebagaimana dimak sud

pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. evaluasi kegiatan pada matrik tahunan Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Desa.
b. pembuatan Rancangan Kerja Pernerintah Desa

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD.
c. pembentukan Tim Tingkat Desa.
d. pembentukan Tim Pembangunan Desa.
e. penetapan pelaksana Operasional Baclan

Permusyawaratan Desa, Pelaksana Pernberdayaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan
Karang Taruna.

f. pernbuatan Oaf tar Usulan Rencana Kegiatan Desa
yang terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran dan
Rancangan Anggaran Biaya ADD.

g. pembuatan Rancangan APB Desa.
(3) Susunan keanggotaan Tim sebagairnana dimaksud

pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
a. Kepala Desa sebagai ketua sekaligus

penanggungjawab kegiatan ADD.
b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris sek aligu s

Koordinator kegiatan ADD.
c. Bendahara Desa sekaligus sebagai beridahara AD!)

tingkat desa.
(4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :
a. ketua dari unsur Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa atau tokoh masyarakat;
b. bendahara dari bendahara Lernbaga Pernberdayaan

Masyarakat Desa; .
c. anggota dari unsur Lernbaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa atau Tokoh masyarakat.
(5) Apabila ada kegiatan yang bersifat pembangunan Iisik

agar berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
.' PENGGUNAAN ADD

Pasa114
Penggunaan ADD ditetapkan sebagai berikut:
a. belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD;
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a. bahan pakai habis kan tor
b. bahan baeaan/koran
c. penggandaan
d. perjalanan Dinas
e. makan dan minum rapat
f. pemeliharaan mobil siaga desa darr/ atau kendaraan

dinas roda 2 (dua)
g. belanja modal (komputer Iiaptopi printer)
h. pemeliharaan gedung/kantor skala keeil;
1. transport penjaga makam, Majelis Ta'lim, Ta'mir

Masjid; darr/ atau
j. lain-lain sesuai kebutuhan Desa.

(5) Penggunaan belanja pemerintah desa sebagaimaria
dimaksud pad a ayat (1) huruf b dengan kctentuan
sebagai beriku t:
a. belanja aparatur BPO sebesar 60% (enam puluh

persen);

a. honorarium Penanggungjawab
Keuangan Desa (Kepala Desa);

b .. 'honorarium Koordinator PTPKD (Sekretaris Desa);
c. honorarium Beridahara Desa;
d. tunjangan lainnya bagi Perangkat Desa lainnya

(diluar Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendaharu
Desa) sebagai unsur penunjang kegiata n
penyelenggaraan pemerin tahan dan kegia tan
pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan
kinerja masing-masing.

e. honorarium Kelompok Kerja Profil Desa.
Belanja operasional kegiatan sebagaimana dirnak sud
pada ayat (2) huruf b dapat dipergunakan untuk:

(4)

.Pengelolaan

(3)

(1) Penggunaan belanja aparatur dan operasiorial
Pernerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
a. Pemerintah Desa mendapat sebesar 75% (tujuh

puluh lima persen).
b. BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Penggunaan belanja pemerintah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan
sebagai beriku t :
a. belanja aparatur Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga

puluh persen)
b. belanja operasional Pemerintah Desa sebesar 701;10

(tujuh puluh persen)
Belanja aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dipergunakan untuk :

b. belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (Lujuh
puluh persen) dari ADD.

Pasal 15
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(2) Belanja ' kegiatan fisik atau non fisik sebagaimaria
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipergunaka n
untuk keperluan an tara lain:
a. pembangunan kantor dan / atau balai desa se te lah

terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Camat;
b. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
c. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM

Desa;
d. biaya untuk penguatan ketahanan pangan;
e. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
f. teknologi tepat guna;
g. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
h. pengembangan sosial budaya dan keagamaan;

(3) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan
Pasal 16 dibulatkan menjadi ribuan rupiah,

Pasal 17
(1) ADD yang digunakan untuk Pengadaan barang dan

jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, terbuka,
bersaing, transparan, adill tidak diskriminatif clan
akuntabel.

(2) Pengeluaran ADD wajib mematuhi ketentuan yang
berlaku di bidang perpajakan dan biaya meterai.

(3) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan
Biaya kegiatan pembangunan, Kepala Desa harus
menetapkan patokan harga satuan pekerjaan per
kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan
serta upah pekerja di desa dengan meriuangkannya
dalam Keputusan Kepala Desa.

1) pemberdayaan Rukun Tetangga zRuku n Warga
sebesar 7% (tujuh persen);

,2) pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebesar 3% (tiga persen);

3) Pernberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
sebesar 5% (lima persen);

4) pemberdayaan Karang Taruna sebesar 2,5(Yo
(dua setengah persen);

5) pemberdayaan OS! sebesar 2,5% (dua setengah
persen). '

masyarakat
14 hur uf b

Pasal 16
Penggunaan belanja pemberdayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ditetapkan sebagai berikut:
a. belanja kegiatan 'fisik atau non fisikosebesar 80°1c)

(delapan puluh persen)
b. belanja kegiatan pemberdayaan rnasyarakat sebagai

berikut:

(1)

b. belanja operasional BPD sebesar 40% (empat pu\uh
'persen).

11
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.-
c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa) J

terdiri dari:
I

1) Rencana Kerja Anggaran untuk kegiatan biaya
operasional pemerin tahan desa,' biaya
operasional BPD dan pemberdayaan kegiutan
non fisik serta pernberdayaan lembaga
kemasyarakatan (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pernberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, CSl
dan Rukun TetangajRukun Warga) yang te la h
divalidasi oleh tim Pembina ADD kecamatan;

2) Rencana Anggaran Biaya untuk pernberdayaan
kegiatan fisik yang telah divalidasi tim te knis
Kabupaten;

d. Peraturan Desa ten tang APB Dcsa;
e. Keputusan Kepala De sa tcntarig Penunj uku n

Bendahara Desa;
f. Nornor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
g. Pakta Integritas dari Kepala Desa.

(2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat rne me n u h i
.salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka harus mendapat rekornendasr/
persetujuan khusus dari Bupati setelah me nda p.u
saran dan rnasukan dari Tim Pembina ADD Kabupate n
Jombang yang dituangkan dalarn Berita Acara Khus us.

BAB VIII
MEKANISME PEN CAl RAN ADD

Pasal 19
(1) Pencairan ADD dilaksanakan 1 (satu) tahap setelah

mernenuhi ketentuan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 18 dengan tahapan sebagai berikut :
a. Kepala Desa rnengajukan berkas us ulan perica iran

ADD kepada Carnat, disertai SPP LS dan PI< uruuk
pengajuan ADD dan fotocopy Rekening Kas Desa
sebelurn perigajuan.

b. Carnat rnemverifikasi dan rnemvadilasi persyaraum
berkas pencairan ADD sesuai dengan kete n tuan
yang telah ditetapkan.

c. Carnat mengajukan pencairan ADD ke Dinas.

BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN ADD

Pasal 18
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi didalarn. pengajuan

ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut: '
a. usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. Surat Pertanggungjawabanjlaporan realisasi

.Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;
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(2) Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa direalisasikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentang pengelolaan keuangan Desa.

BABIX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ADD

Pasa120
(1) Penatausahaan penenmaan ADD dari Rekening Kas

Desa untuk belanja aparatur dan operasional
pemerintah Desa dilaksanakan oleh Bendahara Dcsa
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah
ditetapkan dengan berpedoman pada keten tuan
pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

(2) Penatausahaan penerimaan ADD sebagairnaria
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Beri ta Acar a
Kesanggupan Kepala Desa untuk menyerahkan
pengelolaan keuangan belanja aparatur dan
operasional pemerintah desa kepada Beridahara Desa.

(3) Bendahara Desa bertanggungjawab dan mclaporkun
pelaksanaannya kepada Kepala Desa.

Pasa121
(1) Penatausahaan Penerimaan ADD pada BPD, Lernbaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pem berdayaan
Kesejahteraan dan Keluarga, Rukun Tetangga/ RllkUI1
Warga, dan Karang Taruna dan OSI dari Rekening Kas
Desa untuk belanja aparatur dan operasiorial BPO,
pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga,
Rukun Tetangga./Rukun Warga, Karang Tar una clan
OS! dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dun
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan, clan
penatausahaan penerimaannya dilaksanakan olen:
a. Sekretaris BPD dan Ketua BPD untuk Bclanja

Operasional BPD;
b. Bendahara dan Ketua Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa urituk Belanja Pembcrday.ian
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa clan
Belanja Pemberdayaan Masyarakat;

c. Bendahara dan Ketua yang ditunjuk oleh Lernbaga
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun
Tetangga/Rukun Warga, dan Kararig Taruna, dun
OS!.

(2) Penerimaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan Berita Acara dengan dilengkapi materai
Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

(3) Penerimaan ADD sebagaimana dirnak sud pada aya t (1)
dilampiri dengan:
a. buku kas penerimaan;
b. bukti penerimaan.
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3. Penatausaha keuangan wajib mempertanggung-
jawabkan pengeluaran ADD melalui lapOI'<-111
pertanggungjawaban pengeluaran ke pada ke tua c\,\ ri
masing-masing lembaga, dan ketua ber tariggungjawub
kepada Kepala Desa.

4. Laporan pertanggungjawaban perige luara n
sebagairnana dimaksud pad a arigka 3 dilampiri dcngan:
a. buku kas pengeluaran;
b. bukti pengeluaran.

Pasa123
Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengeluaran ADD
meliputi Surat Pertanggungjawaban, Laporan
pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dengan
Laporan pertanggungjawaban APB Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Penatausahaan Pengeluaran ADD sebagai berikut :
1. Penatausahaan pengeluaran ADD dari Rekening Kas

Desa untuk Belanja aparatur dan operasiona:
Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Bendahara Dcsu
berdasarkan Rencana Ke~a dan Anggaran yang
ditetapkan, dengan berpedoman pad a ketentuan
pedoman pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
Penatausahaan pengeluaran ADD pada BPD, Lembtlg<l
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pernberdayaan clan
Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga / Rukun
Warga, Karang Taruna dan OSI berdasarkan Rencana
Kerja dan Anggaran dan Rancangan Anggaran Binva
yang ditetapkan:
a. dari Kas BPD untuk Belanja apa rat ur dun

operasional BPD dilaksariakan oleh Sekretaris Dr)!)
atas perintah Ketua BPD;

b. dari Kas Lembaga Pemberdayaan MasyarakaL Desa
untuk Belanja Pemberdayaan Lernbaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja
Pemberdayaan Masyarakat ciilaksanakan cle h
Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyara kat
Desa atas perintah Ketua Lembaga "Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

c. dari Kas Pemberdayaan dan Kesejahter aan
Keluarga, Rukun Tetariggay Rukun Warga, OS! clan
Karang Taruna dilaksanakan oleh masing-masing
"Bendahara yang ditunjuk atas perintah masing-
masing Ketua.

Pasa122
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Pasa125
(1) Tenaga Pendamping ADD sebagaimana dimaks ud

dalam Pasal 24 ayat (4) ditetapkan dengan Kcputusa n
Bupati.

(2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ay.u
(1) mempunyai tugas mendampingi desa-dcsa
dampingannya dalam proses per encunaar.,
pelaksanaan, penyerahan, pelaporan, dun
pertanggungjawaban ADD.

(3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1) wajib mematuhi dan menandatangani pak ta
integritas.

BABX
PEMBINAAN ALOKASI DANA DESA "

Bagian Pertama
Di Tingkat Kabupaten

Pasa124
(1) Dalam pengelolaan ADD di Kabupaten .Jornbang

dibentuk Tim Pembina ADD Kabupaten, y,lng
mernpunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan analisa kebijakan dan mekanisrnc

pengelolaan ADD yang terintegrasi dalam APB Desa.
b. mengadakan pembinaan berupa ' pernberian

pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan
dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring,
pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pengelolaan, pengguriaan.
pelaporan dan pertanggungjawaban ADD yang
.'terintegrasi dalam APB Desa.

c. melakukan penilaian dan uji kelayakan terhada p
Tenaga Pendamping ADD dan mengusulkan kcpada
Bupati untuk ditetapkan menjadi Pendamping ADD
dalam Keputusan Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pern binu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim
Teknis ADD Kabupaten.

(3) Susunan keanggotaan Tim Pembina ADD dan Tim
Teknis ADD Kabupaten ditetapkan dengan !<.cpUt1.JS<.Hl
Bupati,

(4) Dalam melaksanakan ADD dapat didampingi Tcn~lg,l
Pendamping ADD.

(5) Pembiayaan dalam rangka Pernbinaan, pengawasan dan
monitoring dan pendampingan ADD, dibebankan pacla
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupate n
Jombang.
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(4) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendamping
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab secara berjenjang kepada Tim
Pembina ADD Kecamatan dan Tim 'Teknis AD0
Kabupaten dan akan menenma sanksi apabila
melanggar ketentuan sebagairnana tertuang dalam
Pakta Integritas dan/ atau ketentuan per aturan
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Pendamping,
Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Tennga
Pendamping/Teriaga Pendamping Antar Waktu.

Bagian Kedua
Di Tingkat Kecamatan

Pasal26
(1) Dalam pengelolaan ADD di Kecamatan dibentuk Tim

pembina ADD Kecamatan yang diketuai oleh Carna t.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1') rnempunya:

tugas:
a. memfasilitasi proses perencanaan, pencairnri,

pelaksanaan dan pertanggung jawaban ADD.
b. memfasilitasi kegiatan ADD dalam penyus unan

Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana
Anggaran dan Biaya.

c. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa rnenjadi APB Desa.

d. memfasilitasi persyaratan pengajuan usu\an
pencairan ADD dari Kepala Desa dan memberikan
pengantar atas usulan pencairan ADD tersebut
kepada Bupati melalui Dinas.

e. memantau, mengawasi, meminta laporan dan
berusaha menyelesaikan permasalahan ADD di
wilayahnya mulai dari proses perencanaan,
pengajuan, pencairan , pelaksanaan clan
pertanggungjawaban ADD baik yang dilak sanuka n
oleh Pemerintahan Desa, Lembaga Kernasyarn kaum
Desa, Tim Pelaksana tingkat Desa dan Tennga
Pendamping ADD.

f. membuat rekapitulasi laporan secara be rka la set iu p
bulan dan laporan akhir pelaksanaan clan
penggunaan ADD kepada Bupati ternbusan Budan.

g. mengkoordinasikan .dan melakukan evaluasi
terhadap kinerja Tenaga Pendamping ADD eL\I1
melaporkan kepada Tim Teknis ADD Kabupaten
melalui Badan.

(3) Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina
ADD Kecamatan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggar kan
kepada DPA Kecamatan masing-rnasing.

• \ .. ~ i
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BABXI
MONITORING DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

Pasa127
(1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan

dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat di Desa.

(2) Seluruh kegiatan ADD harus dap.u
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan
yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

(3) Pengawasan terhadap ADD beserta keg.a tan
pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang
berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan AIJ I),
maka penyelesaiannya dilaksariakan sesuai dcriga n
ketentuan perundangan yang be rla ku.

Pasa128
(1) Monitoring pelaksanaan ADD dilakukan melalui 2 (clua)

cara, yaitu sebagai berikut: '
a. secara langsung dilakukan derigan melakukan

pemantauan di lapangan.
b. secara tidak langsung melalui kajia n r te laah a tas

'laporan-laporan yang dibuat secara berjenjang
(Tenaga Pendamping ADD di Tingkat Desa, Tim
Pembina ADD Kecamatan, Tim Teknis ADD
Kabupaten, Tim Pembina ADD Kabupaten).

(2) Pelaporan hasil monitoring pelaksanaan AD0
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memperoleh gambaran tentang pelaksanaan ADD
secara obyektif dan sistematik.

BAB XII
PELAPORAN ADD

Pasa129
(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari ADD

adalah sebagai berikut:
a. Laporan Berkala.setiap 1 (satu) bulan sekali;
b. Laporan Akhir.

(2) Laporan sebagaimana .clirnaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a. Kepala Desa kepada Tim Pembina ADD Kecamatan;
b. Tenaga Pendamping ADD kepada Tim Pembina ADD

Kecamatan untuk dievaluasi dan disampaikan
kepada Tim Teknis ADD Kabupaten;

c. Tim Teknis ADD Kabupaten kepada Tim Pembina
ADD Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.
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BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 4 IE
D:\HUKUM 7\Peraturan Bupati\2014\LEMTEKDA\BPMPD\perbup ADD edit Iinnl.doc

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 17 Januari 2014
PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

BABXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa132
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, rnaka Peraturan
Bupati .Jombang Nomor lA Tahun 2010 ten tang Pedornan
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupalen Jornbang bCSCJ'l~l
perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal33
Peraturan Bupati ini' mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan agar semua orang dapat rnengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jornbang.

Ditetapkan di Jornbang
Pada tanggal 1'7 Januar i 2014
BUPATI JOMBANG,

'1~i','~.
..~...;.'~ ,

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Pasa130
(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pencairan,

pelaksanaan dan pelaporan ADD kepada Bupati rnelalui
Camat.

(2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan
belanja aparatur dan Operasional Pernerintah Desa.

(3) BPD dan Lernbaga Kernasyarakatan penerirna ADD
bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, Sural
Pertanggungjawaban dan laporan Pertanggungjawaban
kepada Kepala Desa.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa131
Apabila 'terjadi perubahan jenis kegiatan, rnaka diadakan
Musyawarah Desa untuk rnengalokasikan dalarn jenis
kegiatan lainnya yang disertai dengan Berita Acar a
Pengalihan kegiatan yang disertai dengan Perubahan
APBDesa.
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